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KEPUTUSAN KEPAI.A DINAS PENAI{AI\{AN MODAL
DAN PEI,AYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Nomor : /oe. /DPM-PTSP/IPS-PALJD /2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) KESEHATAN ASSYIFA

DESA MUARA BURNAI II KECAMATAN LEMPUING JAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING IIIR PROPINSI SUMATERA SEI,ATAN

KEPAI"A DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEI,AYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING IIJR,

Menimbang : a. bahwa dalam rarnrg!<a menjamin kepa.stian hukum dan kelancaran operasional
Kelompok Beflnain (KB) KESEH/fIAN ASSYIFA, dipandang perlu menerbitkan Izin
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
bahwa Pendirian Kelompok Bermain (lG) KESEHATAN ASSYIFA telah
mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Fendidikan l(abupaten Ogan
Komering Ilir Nomor : a2O I 17 22 | PAUD&PNF-O I / DISDIK-OKI I 2Ol7 ;

bahwa pendirian Kelompok Bermain (KB) KESEIIATAN ASSYIFA telah memenuhi
syarat sebagaimana diatur dafam Perahrran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2O14 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada humf a, b, dan c
diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKI tentang lzin Pendirian Satuan Pendidikan
Usia Dini Kelompok Bermain (KB) KESEHATAN ASSYIFA Desa Muara Burnai II
Kecamatan Iempuing JaSra Kabupaten Ogan Komering llir;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan l^€mbaran Negara RI Nomor 1821) ;

Mengingat : 1.

2. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2(X)3 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Irmbaran Negara RI Tahun 2O03 Nomor 78, Tambahan tembaran Negara RI
Nomor 44371;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2014 Nomor 244, Tambaan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah tehakhir
dengan Undaag-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 teratang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antarra Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah l(abupaten/Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2fr)7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737,-,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah kopinsi dan
Pemerintahan Daerah lhbupaten/Kota (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O07 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a7371;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahrfi 2Of O tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tarnbahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2OlO
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol0 tentang
PengeloLaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5f54;

3.

4.



o

7. Peraturan Merrteri Pendidikan dan Kebudeys rt Republik Indonesia Nomor 84
Tahum 2O14 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 12791;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137
Tahun 2OL4 tefiang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 12791;

9. Peraturan Daerah l(abupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2O16 tentang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupa.ten Ogan Komering llir;

1O. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 99 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Ttrgas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu lkbupa.ten Ogan Komering lliq

11- Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2OL7 tr:ntarrg Pendelegasian Wewenang di Bidang
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepda Dinas Penanaman Modal dan
Pela5ranan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering llir.

XEUUTUSEAIf:

Memberikan lzin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD| kepada :

:'ESEEATAII ASSYIFA

: KelompokBerrnain (KB)

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KEIIGA

KETIGA

KEEMPAT

Narna Iembaga

Bentuk Satuan

Tahun Pendirian :2015

Ketua Pengelola : Mumuh Muhajiroh

AJamat Sahran PAUD : Desa Muara Burnai tr Kec. IempuingJaya l(ab. OKI

Apabila ada penrbahan Satuan PAIJD sebagaimana dimaksud pada diktum
PERTAMAmaka:

1. Fendiri melaporkan perubahan nama satuan PAUD kepada Kepala DPMPTSP
Ikb. OKI dengan mglamFirkarr berita acara pembahan nama dan keputusan
pengums/pengelola satuan PAUD serta Rekomendasi Kepafa Dinas Pendidikan
I(ab. OKI;

2. kldiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan PAUD kepada kepata
DPMPTSTP [{ab. OKI dengan melampirkan kelenglapan persyaratan pendirian
satuan PAUD dan Rekomendasi lcpala Dinas Pendidikan l(ab. OKI;

3- Pendiri mengajukan izin perubahan pendiri satuan PAUD antar masyarakat
kepada kepala DPMPTSiP l(ab. OKI dengan melampirkan dokumen serah terima
satuan PALJD dari pendiri lema kepada pendiri baru dan kelenglapan
perJraratan pendirian satuan FALID s€rta Rekomendasi Kepala Dinas
Fendidikan Ikb. OKI;

4. Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan PAIJD kepada kepala DPMPTSP
Kab. OKI dengan surat Keterangan Domisili satuan PAUD yang
barr dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI.

Lembage penyelengara Satuan PALJD wajib mentaati segala perahrran perundang-
undangan Srang trerlaku dan menyamlraikan laporan kegiatan secara berkala
kepada Kepala Dinas llen.lidik n Kab. OKI.

Izin kndirian Satuan Pendirlikan Usia Dini (PAUD) brlaku sampai dengan adanya
pencabutan izin.

Keputusan ini mul,ai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestin5ra.

/6 Oktober 2017
Modal

Tembusan Yth :
1. Bupati Ogan Komering Ilir
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan I(abupaten Ogan Komering llir

Ditetapkan di Ikyuagung

satu Pintu


